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PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR: ti TAHUN 2021

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat

(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,

Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan

biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri,

rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor,

pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan

berpedoman pada standar harga satuan regional,
bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam

proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Pagar Alam, perlu adanya tolok ukur dan standar

biaya umum,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum

a.

b.

Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang1

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang2.

Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115),
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286),
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

3.

4

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400),

5.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

6.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587),
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Tahun Nomor 5494),

7.

8.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

9.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630),



Menetapkan

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781),
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007
Nomor 8 seri E),
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2009 Nomor 7 seri E),
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN
2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

Kota adalah Kota Pagar Alam.

Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

4

penyelenggaran pemerintahan daerah.
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10.

11.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

5.

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

6.

umum daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna

7.

anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan

8.

pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,

9.

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Standar Biaya Umum adalah biaya setinggi-tingginya
dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri

maupun gabungan yang diperlukan untuk

memperoleh keluaran tertentu.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



12. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau
imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan

jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

15. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja
adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM
PASAL 2

(1) Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa

harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk

menghasilkan biaya komponen keluaran dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah

Daerah.

(2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi dan

perkiraan dalam penyusunan anggaran yang dalam

penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisien

anggaran serta Kemampuan Keuangan Daerah.

PASAL 3

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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PASAL 4

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 0222 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai pedoman
dalam menyusun besaran biaya kegiatan dalam Rencana

Kerja Anggaran SKPD YAhun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
PASAL 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar
Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 8 Maret 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 11


